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NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

BUPATI KARIMUN

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bagi
penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karimun, perlu dilakukan
penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi
Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karimun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian
Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karimun.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4880);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun
Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian
Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR

33 TAHUN 2021 TENTANG TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KHUSUS BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARIMUN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2021
tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Penyelenggara Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2021 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

@)

)

Pasal 6

Tunjangan Khusus bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan
nonperizinan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah
yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun tahun beijalan.

Pemberian Tunjangan Khusus bagi penyelenggara pelayanan
perizinan dan nonperizinan bertujuan untuk meningkatkan:

a. Kinerja penyelenggara PTSP;

b. Kualitas pelayanan kepada masyarakat;

c. Kesejahteraan penyelenggara PTSP; dan

d. Disiplin penyelenggara PTSP.



(3) Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan
Pegawai Kontrak yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

(4) Besaran Tunjangan Khusus bagi penyelenggara pelayanan perizinan
dan nonperizinan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah) per bulan.

(5) Penerima Tunjangan Khusus bagi penyelenggara pelayanan perizinan
dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Januari 2022

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Januari 2022

MUHD. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 2



